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PERATURAN l'vlENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOl'vlOR: 785/l'vlENKES/PERJVII/1997 

TENTANG 
EKSPOR DAN Il'v1POR PSIKOTROPIKA 

l'v1ENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menim bang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (3), Pasal 20 clan Pasal 52 
ayat (1) Undang-undang Norn or 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 
m aka kegiatan ekspor atau impor Psikotropika perlu diatur dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan . 

Mengingat : 1. Undang-undang Norrior 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10~ Tambahan Lembaran 
Negara N om or 3671); 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Norn or 688/Menkes/VII/1997 tentang 
Peredaran Psikotropika; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESI A 

TENTANG EKSPOR DAN IMPOR PSIKOTROPIKA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan psikotropiku dari daerah 
Pabean Indonesia; 

2. Impor adalah kegiatan memasukkan psikotropika kedalam Daerah 
Pabean Indone.sia;. 
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3. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 
w ilay al1 darat, pera.iran dan ruang udara diatasnya, serta tem pat­
tern pat tertentu di zone eksklusif clan landas koritinen . 

4. Lembaga Penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembaga 

yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan 

k egiatan pen elitian dun/atau m enggun akan psik otrop ika dalam 

penelitian , pengembangan, pendidikan , atau pengajarar1 dan telah 

men dapat persetuju an dari Direktur Jenderal dalam rangk a 

kepentingan ilmu pengetahuan. 

5. Pabrik Obut adalah perusal1aan berbadun hukum yang m em iliki izin 

dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran 

ob at clan bah an ob at, term asuk psikotropika. 

6. Pedagang Besar Farmasi adalah perusal1aan berbadan hukum yang 
memiliki izin dru·i Menteri untuk melakukru1 kegiatrurn penyalurru1 

sed iaan farm asi, term asu k p sik o tro p ik a d an a lat k es eh a tan . 

7. Penanggungjawab pengangkut adalal1 kapten penerbang, nahkoda, 

pengemudi angkutan darat atau seseorang yang ditunjuk menjadi 

penru1ggung jawab sesuai ketentuan yru1g berlaku. 

8. D irektur Jen deral adalah Direktur Jen deral P engawasan 0 bat clan 

Makanan . 

BAB II 

E KS P 0 R 

· Pasal 2 

Psikotropika berupa obat hanya dapat di ekspor setelah terdaftar di 
Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan . 
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Pasal 3 

(1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik ob at atau 

pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir 

sesuai ketentuan perundang-undaugan yang berlaku. 

(2) Untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor, eksportir sebagaim ana 
dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan untuk 
m emperoleh surnt persetujuan ekspor kepada Direktur Jenderal. 

(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) haru s .. 

memuat: 
a. Nama, jenis, bentuk clan jumlah psikotropika yang akan di 

ekspor; 
b. Nam a dan alamat eksportir~ 

c. Nam a dan alam at im portir din egara pengim por~ 

d. Keterangan bahwa ekspor tersebut untuk kepentingan 
pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. 

Pasal 4 
(1) Pennohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) , 

dan ayat (3) diajukan dengan m enggunakan contoh Form u lir I, clan 

h arus dilam piri dengan surat persetujuan im por dari pem erintah 

n egara pengim por psikotropika. 

(2) Dalam hal negara pengimpor tidak lazim mengeluarkan surat 

persetujuan impor, maka surat persetujuan impor dapat diganti 

dengan surat keterangan/pernyataan boleh m engim por psikotropika 

dari pem eriritah n egara pengim por psikotrop ik a. 

Pasal S 

(1) Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan atau penolakan 

terhadap permohonan tertulis yang diajukan eksportir untuk 

m em pero !eh surat persetujuan ekspor psikotrop ika. 
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(2) Dalam hal disetuju in ya perm oh on an tertu lis seb agaim an a dim a.k sud 

pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam waktu selambat-larnbatnya 

6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, 
menetapkan persetujuan ekspor sesuai contoh Formulir II dan 

rnengirirnkan kepada pemohon dan pernerintah negara pengimpor 

p sik otrop ik a. 

(3) Surat persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 
sebagaima.na dimaksud pada ayat (2) memuat: 

a n am a, jenis, bentuk clan jum lah psikotropika yang a.kan di 

ekspor; 

b. n am a d an alam at ek sp o rtir~ 

c. n am a. dan a.lam at im portir di n egara pengim por; 

d. jangka waktu pelaksanaan ekspor; 

e. keterangan bahwa ekspor tersebut untuk kepentingan 

pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. 

f. untuk 1 (satu) kali pengirim an. 

Pasal 6 

Dalam halditolaknya permohonan tertulis sebagaimana dima.ksud dalam 

Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal dalam waktu selarnbat - lambatnya 

6 (enam) harike1jasejak tanggal diterimanyapemohonan, mengirimkan 
alasan penolakan kepadapemohon. 

Pasal 7 

Surat persetujuan ekspor psikotropika hanya dapat diberikan untuk 

golongan II> III> dan IV guua kepentingan pengobatan dan/atau ilmu 
p engetah u an. 
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BAB III 

IMP OR 

Pasal 8 
Psikotropika berupa obat hanya dapat diimpor setelah terdaftar pada 

Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Makanan. 

Pasal 9 

(1) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau 
pedagang besar farmasi atau Iembaga penelitian dan/atau lembaga 

pendidikan yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai 

keten tu an perun dang-undangan yang berlaku. 

(2) Untuk setiap kali melakukan kegiatan impot» importir sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hams mengajukan permohonan untuk 

memperoleh surat persetujuan imp or kepada Direktur Jenderal. 

(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

m emu at : 
a. Nama, jenis .. bentuk dan jumlah psikotropika yang akan di 

im por; 

b. Nam a dan alam at im portir; 

c. Nam a clan alam at eksportir di negara pengekspor; 

d. Keterangan bahwa impor tersebut untuk kepentingan 
pengobatan dan/atau ilm u pengetahuan. 

Pasal 10 

Perm oh on an tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), (3) 

diajukan dengan menggunakan contoh Formulir III. 

Pasal 11 
(1) Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan atau penolakan 

terhadap perm oh on an tertu lis yang diajuk an imp ortir u n tuk 
m emperoleh surat persetujuan imp or psikotropika. 
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(2) Dalarn hal disetujuinya perm oh on an tertulis sebagaim an a dim aksud 

pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 

6 (enam) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, 

rn enetapkan persetujuan impor sesuai contoh Formulir IV dan 

mengirimkan kepaclapernohon clan pernerintah negarapengekspor 

psik otrop ik a. 

(3) Surat persetujuan impor yang dikeluarkan oleh Direktur Jcnderal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: 

a. narna,jenis, bentuk clan jum lah psik otrop ik a yang ak an di irn p or; 

b. n am a clan alam at im portir; 

c. nam a clan alam at eksportir di negara pengekspor; 

d. jangka waktu pelaksanaan im por~ 

e. keterangan bahwaimpor tersebut untuk kepentingan pengobatan 

dan/atau ilrnu pengetahuan. 

f. untuk 1 (satu) kali pengirirnan 

Pasal i-2 
Dalam hal ditolaknya perm oh on an tertulis sebagaim ana dim aksud dalam 

Pasal 11 ayat (1), Direktur Jenderal dalam waktu selarnbat-lambatnya 

6 (en am) hari kerja sejak tanggal diterirn any a perm oh on an, rn engirirn k an 

alas an pen o lakan kepada pern oh on. 

Pasal 13 

(1) Sura! persetujuan impor psikotropika hanya dapat diberikan untuk 

kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan . 

(2) Surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya dapat 

diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan . 
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Pasal 14 

(1) Importir psikotropika wajib m elaporkan hasil pem eriksaan secara 

fisik dan laboratoris) psikotropika yang diterimanya kepada 

Direktur Jernderal, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak 

tanggal diterim any a psikotropika yang diim porny a. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur 

Jenderal menyampaikan basil penerimaan impor psikotropika 

kepada pemerintah negara pengekspor psikotropika. 

BAB IV 

PENGANGKUTAN 

Pasal 15 

(1) Setiap pengangkutan ekspor psikotropika wajib dilengkapi dengan 
surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh 

Direktur Jenderal. 

(2) Setiap pengangkutan imp or psikotropika wajib dilengkapi dengan 
surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh 
pem erintah n egara pengekspor psikotropika. 

Pasal 16 
(1) Eksportir psikotropika wajib.memberikan surat persetujuan ekspor 

psikotropika dari Direktur Jenderal dru1 surat persetujuun impor 

psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang 

bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor. 

(2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan 
ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika 
drui Direktur Jenderal dan surat persetujuan im por psikotropika dari 
pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab 
pengangku t. 
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(3) Penanggungjawab pengangkut ekspor psikotropika \Vajib m em bawa 
dan bertanggung jawab ata.s kelengkapan surat persetujuan ekspor 
psikotropika dari Direktur Jenderal clan surat persetujuan impor 
psikotropika dari pemerintah negara pengimpor psikotropika. 

(4) Penanggung javvab pengangku t imp or psik otrop ik a yang m em asu k i 
wila.yah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung 
jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika dari 
D irektur Jenderal dan surat persetujuan ekspor psikotropiku duri 
pemerintah negara pengekspor psikotropika. 

(5) Da.Ia.m pengangkutan ekspor atau impor psikotropika di samping 
memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini wajib 
m em en uh i k et en tu an ten tang k ep ab ean an. 

BAB V 
PENGAWASAN 

Pasal 17 
Pengawasan terhadap ekspor dan impor psikotropika diluksanukan secarn 
terkoordinasi antara Direktur Jenderal dengan Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai Departemen Keuangan. 

Pasal 18 
(1) Direktur Jenderul berwenang mengambil tindukun udministratif 

terhadap importir dan/atau eksportir psikotropika yang melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini. 

(2) Tindakan adminsitratifsebagaimana dimuksud pada ayat (1) dapat 
beru pa: 
a. teguran lisan~ 
b. p engh en ti an semen tara k egiatan; 
c. denda adm inistratif; 
d. pencabutan izin praktek; 

(3) Tindakan adm inistratif berupa den da adm in istratif ditetapk an sesu ai 
dengan peraturan perun dang-un dang an yang berlaku . 
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BAB VI 
SANKS! 

Pasal 19 
Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Menteri ini dapat dikenakan 
sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-undang 5 Tahun 1997 ten tan g 
P sik o tro p ik a. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 20 

Dengan berlakunya peraturan ini m aka semua peraturan perundang­

undangan yang mengatur mengenai ekspor clan impor psikotropika 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 21 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 

Indonesia. 

9 

' , 



·-

Nomor 
Lampiran 
Perihal '. Pem1ohonan Surat Persetujuan 

Ekspor Psikolropikll.- · 

Kepada Yth 
Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Malrnnan 
di 

JAKARTA 

f 01111ulir I 

Dengan honnat, 
Sesua.i dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, maka bersama ini kami : 

Nama 
Alamat 

Mengajukan pennohonan persetujuan ekspor psikotropika sebagai berikut : 

No. Nama psikotropika Jenis bahan baku Bentuk Sediaan Jumlah 
(Kg) 

' 

a. Nama Importir 
b. Alrunat 
c. Negara 
d. Pefobuhan Pengeluru·an 

Tujuan penggunaan untuk kepent.ingan pengobatan dan/atau ilrnu pengetahuan *) 
Terlampir SPI atau Surat Keterru1gru1 dar1 pemerintah negru·a pengimpor. 

Demikian pennohonan ini ka.mi sampaikan clan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Pemohon: 
'' ........ ''' .. '' .... ' .... ' ~19.''' ''''''' ' ''' ''' '' 

Direktur!Pimpinru1 Penanggw1g j awab, 

~---) ~ ............ IK ____ ) 

*) Coret yang tidak perlu. 

~~~-------------------------------..... 



·- . ' 

Republik Indonesia 
Jl. Percetakan Negara No. 23 
Jakarta 

formulir II 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Direktur Jenderal 
Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI dengru1 ini memberikan persett~juan ekspor 
psikotropika kepada : 

Nama eksportir 
Alam at 
Nama psikotropika 
jeniSJbahan baku 
Bentuk sediaan 
Jumlah 

Tujuan penggunaan : untuk pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. 'F) 

SP! Pemerintah negara pengimpor No .... ........ .. ... .tang.gal .... .. ..... .... Negara ................. . 

Ekspor dilakukan sebelum tanggal ..... bulan .... tahun ...... . 
Berlak'U untuk satu kali penginman. 
Dikirim melalui pelabuhan : 

Tembusan dikirim kepada : 
- Pemerintah Negara Pengimpor. 

*) Coret yang tidak perlu 

Direktur Jenderal Pengmvasan 
Obat dan Makana.11, 

NIP. 
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f onnulir III 

Nomor 
Lillnr>iran 
Perihal : Pennohonun Surat Persetujuan 

· Impor Psikotropika.-

Kepa.da Yth 
Direktur Jenderal Penguwasa.n 
Obat dan Makanan 
di 

JAKARTA 

Dengan hormat, 
Sesuai dengan Undang-tmdang Nomor 5 tahtm 1997 tentang Psikotropika, maka bersruna ini kami : 

Namalmportir 
Alamat 

Mengajukan pennohonan persetujuan imp or psikotropika sebagai berib1t : 

No. Nama/jenis 
ba1.ll 

Nruna eksportir 
Alamat 
.Ne,gru·a 
Pe labuhan P emasukan 

Tujuan penggunann 

buhan Numa psikotropika Bentuk Sedia.an Jrnnlah 
(Kg) 

untuk kepentingan pengobatru1 atau ilmu pengetahuru1 *) 

Demikiru1 pennohonan ini kruni srunpllikru1 dru1 atas perhatirurnya kami mengucapkan terima kasih . 

Pemohon, 

D irektur/Pimp inan 

~---) 

*) Coret yru1g tidak perlu 

.................... ....... , 19 ............................. . 

Penanggungjawab, 

(v,..... ~----) 
SIK: 
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Republik Indonesia 
Jl. Percetakan Negara No. 23 
Jakarta 

Fonnulir IV 

Sesuai dengan Undang-m1dang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Direktur Jendera1 
Pengawrumn Obat dun Makamm Departemen Kesehatun RI, dengrin ini memberikan 
persehliuan imp or psikotropika kepada: · 

Nama hnportir 
Alamat 
Numa psikotropika 
ienis/bahan baku 
Bentuk kesediaan : 
Jumlah 

N anm Ekspotiir 
Alamat 
Negara 

Tttiuan penggunaan unt:uk pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. *) 

Imp or dilakukan sebelum tanggal ..... bulan .... tahtm ...... . 
Berlak.'U untuk satu kali penginman. 
Dikirim melalui pelabuhan : 

Tembusan dikirim kepada : 
- Pemerintah Negara Pengekspor. 

*) Coret yang tidak perlu 

Direktur Jenderal Pengawasun 
Obat dan Makanan, 

NIP. 


